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NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
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PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Bahwa sesuai ketentuan Bab II huruf D angka 2
huruf f angka 19 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Tata cara  penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur
lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor1946);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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+. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (berita negara republik indonesia Tahun 2020
Nol1781);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL
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BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
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13.

14.
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16.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disin_gk.?.t Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
dfsmgkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan - dengan Peraturan Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

Un.lsan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum
Daerah

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah wunsur penunjang urusan pemerintahan pada
pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang
melaksanakan urusan pemerintah daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat
SKPD terkait adalah SKPD penanggungjawab pengelolaan bantuan
sosial yang diusulkan oleh calon penerima Bantuan Sosial.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala
daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perancanaan daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun.
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Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan

pembiayaan sesuai asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA

adalah dokumen yang memuat perubahan KUA untuk Perubahan
APBD.,

i dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang
selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah dokumen yang
memuat perubahan PPAS untuk Perubahan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi
program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan

DPA SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
peéngguna anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
peéngguna anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas beban
pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat
SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barangdari
Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompokdan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus meneérusdan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi  terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan / atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak
diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

Laporan Penggunaan bantuan sosial adalah pertanggungjawaban
dana bantuan sosial oleh penerima sesuai dengan rencana

peruntukan yang tercantum dalam usulan/proposal pengajuan
bantuan sosial.
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Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk pedoman teknis dalam
pengelolaan pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur inj meliputi :

Ll O

(1)

(2)

(3)

pPerencanaan dan penganggaran;

pelaksanaan dan penatausahaan;

pelaporan, sanksi dan pertanggungjawaban; dan
monitoring dan evaluasi.

BAB 11
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
| Baglan Kesatu
Perencanaan
Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk mengganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada penerima
bantuan sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
Dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima Bantuan Sosial lepas dari risiko sosial.
Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan
daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
pPerundang-undangan.

Pasal 5

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) meliputi:

a.

b.

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
mengalami risiko sosial; atau.

lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan,
dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,
kelompok, dan / atau masyarakat yang mengalami keadaan
yang tidak stabil sebagai dampak dari Risiko Sosial.
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Pasal 6

Risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.

b.

d.

(1)

(2)

(1)

(2)

risiko yang terkait dengan krisis sosial, berupa lansia, jompo,
anak terlantar, cacat fisik;

risiko yang terkait dengan krisis ekonomi, berupa putus
sekolah/kuliah, pemutusan hubungan kerja, kemiskinan;

risiko yang terkait dengan krisis politik, berupa luka berat, cacat
fisik dan meninggal dunia akibat demonstrasi; dan/atau

risiko yang terkait dengan bencana alam, berupa kekeringan,
banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, letusan gunung
berapi, wabah penyakit dan tsunami.

Pasal 7

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) diberikan secara langsung kepada penerima

bantuan sosial yang meliput :

a. beasiswa bagi anak miskin;

b. yayasan pengelola yatim piatu;

c. masyarakat miskin;

d. masyarakat lanjut usia, jompo, anak terlantar, luka berat
dan cacat fisik; dan

e. tunjangan kesehatan putera puteri pahlawan yang tidak
mampu.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan secara langsung kepada

penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria

meliputi:

a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa
swasta dan masyarakat tidak mampu;

b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;

c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna
sosial; dan

d. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang

mampu.
Pasal 8
Bantuan Sosial berupa wuang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1)terdiri atas bantuan sosial kepada

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
direncanakan dan vang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas
nama alamat penerima dan besarannya pada saat

penyusunan APBD.
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Hantuan Sosial yang direncanalkan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dianggarkan berdasarkan usulan darl calon
penorima dan/atau usulan Kepala SKPD;

Penganggaran  belanja Bantuan  Sosial  yang  direncanakan
sebagaimana dimalksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait
dan divinel menurut objek, rincian objel dan sub rincian objek pada
program, keglatan dan sub keglatan sesual dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah terkalt,

Pasal 9

Hantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagnimana dimalksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan
untule  kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat
diperkirakan pada sant penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar  bagi  individu dan/atau  keluarga yang
bersangloutan,

Pagu  alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak melebihi pagu alokasi angparan bantuan sosial yang
direncanalan,

Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilalcukan oleh SKPD terkait,

Penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada
Belanja Tidalk Terduga.

Pasal 10

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

memenuhi kriteria paling sedikit:

a. seleletif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

¢. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerix.na

yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko

sosial.

Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu memiliki

identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kriterin bersifat sementara dan tidak terus meneruns, kecunl
dalam  keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, yaitu pemberian bantuan
sosial tidak wajib dan tidalk harus diberilkan setinp tahun
anggaran dan dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan,
dalam arti bantuan sosial dapat diberikan wsetinp tabhun
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko
sosial,

Kriteria sesuai tujuan penggunaan scbagaimana  dimalksud
pada ayat (1) huruf d, yaitu tujuan pemberian bantuan
sosial meliputi:

rehabilitasi sosial;

perlindungan sosial;

pemberdayaan sosial;

Jaminan sosial;

penanggulangan kemiskinan; dan

pPenanggulangan bencana.

Mmoo op

Pasal 11

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(5 huruf a ditujukan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani
resiko dari guncangan dan kerentanan sosial sescorang,
keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (5) huruf ¢ ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyarakat yvang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)
huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program,
kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang,
keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang
ditujukan untuk rehabilitasi.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 12

Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan
usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala
dacrah  melalui SKPD terkait sesuai dengan wurusan dan
kewenangannya.

Persyaratan  pemberian  bantuan  sosial yang  dapat

direncanakan  kepada individu, keluarga, dan masyarakat

paling sedikit  melampirkan:

a. surat permohonan kepada Gubernur;

b. proposal yang memuat Rencana Anggaran Biaya;

€. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh
Lurah / Kepala Desa / Wali Nagari;

d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Surat Izin
mengemudi/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih
berlaku;

e. fotocopy Kartu Keluarga; dan

f. nomor telepon yang bisa dihubungi.

Persyaratan pemberian bantuan sosial yang dapat direncanakan

kepada kelompok masyarakat paling sedikit melampirkan:

a. surat permohonan kepada Gubernur; -

b. proposal yang memuat Rencana Anggaran Biaya;

¢. surat keterangan struktur dan kepengurusan kelompok
masayarakat;

d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua kelompok
masyarakat yang masih berlaku;

¢. surat keterangan keberadaan kelompok masyarakat dari
pejabat setempat; dan

f. nomor telepon yang bisa dihubungi.

Persyaratan  pemberian  bantuan sosial yang dapat

direncanakan kepada lembaga non pemerintah paling sedikit

melampirkan:

a. surat permohonan kepada Gubernur;

b. proposal yang memuat Rencana Anggaran Biaya;

€. surat keterangan tentang struktur dan kepengurusan
organisasi/lembaga yang jelas.

d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua organisasi yang
masih berlaku;

€. surat keterangan keberadaan organisasi / lembaga dari
pejabat setempat;

f. surat izin operasional lembaga dari pejabat yang berwenang;
dan

g. nomor telepon yang bisa dihubungi.

Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

Pasal 13

SKPD  terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
mclak.ukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh calon
penerima Bantuan Sosial,

SKPD .tcrkait dalam melakukan verifikasi usulan bantuan sosial
scb&ftgmmana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim dengan
mcl‘lbatkan SKPD lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
V.cnﬁkasi yang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. verifikasi administrasi ; dan

b. verifikasi faktual;

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a yai.tu meneliti  kelengkapan dan  keabsahan dokumen
sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan

ayat (4),
Vcﬁﬁkasi. faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
yam:} I.'nellhat kelayakan usulan  dan  kesesuaian  antara
administrasi dengan fakta di lapangan.

SKPD terkait dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi
dengan SKPD lain apabila usulan/proposal yang diajukan oleh

calon penerima bantuan sosial secara substansi terkait dengan
SKPD tersebut.

Pasal 14

H.asil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam bentuk
rekomendasi tertulis dan disampaikan kepada TAPD melalui
Bappeda.

Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat nama calon penerima bantuan
sosial pernyataan layak atau tidak layak diberi bantuan
sosial dan besaran bantuan sosial yang direkomendasikan.
Format rekomendasi tertulis dari SKPD terkait kepada TAPD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang

merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 15

Bappeda melakukan rekapitulasi atas rekomendasi vang
disampaikan oleh SKPD terkait dan melakukan sinkronisasi
dengan program, kegiatan, sub kegiatan SKPD.

Hasil rekapitulasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas lebih lanjut dalam rapat TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner
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(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dan pada ayat (3)
disampaikan Bappeda kepada SKPD terkait dan sebagai dasar
pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD dan

dalam RKPD Perubahan, sekaligus menjadi bagian dari pagu indikatif
SKPD terkait.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi anggaran bantuan sosial berupa uvang dan/atau barang.

Format hasil pertimbangan TAPD kepada SKPD terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 111 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Penyampaian usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, penyampaian rekomendasi oleh SKPD terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan penyampaian
pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dilakukan paling lambat sebelum RKPD ditetapkan dan sebelum
RKPD Perubahan ditetapkan.

Penambahan jumlah calon penerima dan alokasi anggaran untuk
bantuan sosial tidak diperkenankan setelah RKPD ditetapkan dan
setelah RKPD Perubahan ditetapkan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 17

Nama penerima dan alokasi anggaran bantuan sosial yang telah
ditetapkan dalam RKPD dan RKPD Perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi dasar pencantuman
belanja bantuan sosial pada Rancangan KUA-PPAS dan KUPA-
PPAS Perubahan tahun berkenaan.

Rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Gubernur dan
DPRD, sekaligus menjadi dasar pencantuman alokasi belanja
Bantuan sosial dan calon penerimanya pada Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan
APBD,

Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dianggarkan dalam kelompok
belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, objek dan rincian
objek belanja bantuan sosial berkenaan.

Dipindai dengan CamScanner
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(4)

(1)

(2)

Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. individu;

b. keluarga;

c¢. kelompok ;

d. masyarakat; dan

e. lembaga non Pemerintahan.

Pasal 18

Besaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3) paling banyak sebesar yang tercantum
dalam Lampiran 1v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Selain kategori dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditetapkan Bantuan Sosial oleh Gubernur berdasarkan
hasil verifikasi  dari SKPD terkait dan pertimbangan TAPD.

Pasal 19

Daftar nama Penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial
dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD.

(1)

(2)

(1)

BAB 111

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 20

SKPD terkait menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD setelah
Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan
APBD ditetapkan.

Selain  menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait juga menyusun rencana
anggaran kas.

Pasal 21

Pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dapat
direncanakan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan
pencairan oleh calon penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur
melalui SKPD terkait.

Dipindai dengan CamScanner
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()

(3)

(4

(S)

L - . ]' £ at ( l )
Surat permohonan pencairan sebagalmang dlm_a}(zlld ,I::( b
untuk individu, keluarga dan masyarakat dilampiri dengan:

pProposal yang telah diverifikasi SKPD !:crkmt dans ) ate
surat keterangan tidak mampu dari Lurah dan
Kepala Desa dan/atau wali Nagari; p lalcu:
fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih bc.r a, '
fotocopy nomor rekening Bank atas nama calon penerima;

pakta integritas dari enerima bantuan, . i
surat perngyr;t.aan bcl}::tm pernah menerima bantuan sosial pada
tahun sebelumnya;

surat pernyataan tanggungjawab; dan
kwitansi bermaterai cukup.

Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk kelompok masyarakat dilampiri dengan:

C.

a
b.

d.

=
:

g.

h.

Proposal yang telah diverifikasi SKPD terkait;

surat keterangan kepengurusan kelompok;

fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua kelompok yang
masih berlaku;

fotocopy nomor rekening Bank atas nama kelompok;

pakta integritas dari penerima bantuan; )

surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada
tahun sebelumnya;

surat pernyataan tanggungjawab; dan
kwitansi bermaterai cukup.

Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk lembaga non pemerintahan dilampiri dengan:
a.

b.
o

d.

-

b

féncana anggaran belanja hasil verifikasi SKPD terkait;

surat keterangan struktur kepengurusan ;

fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua Ilembaga non
pemerintahan yang masih berlaku;

fotocopy nomor rel%ening Bank atas nama lembaga, bukan atas
nama pribadi;

pakta integritas dari penerima bantuan; )

surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada
tahun sebe]umnya;

surat pernyataan tanggungjawab; dan

kwitansi bermaterai cukup.

Format pakta integritas, surat pernyataan belum pernah menerima
bantuan sosial pada tahun sebelumnya dan surat pernyataan
tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf
f dan huruf g, ayat (3) huruf e, huruf f dan huruf g, dan ayat (-f'&) huruf
€, huruf f dan hurufg sebagaimana tercantum dalam Lam-plran' \J
sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Dipindai dengan CamScanner
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(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 22

Ponoairan Bantuan  Sosial dalam bentuk uang yang dapat
direncanakan dilakukan berdasarkan rencana anggaran kas yang
sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD.

Pencairan Bantuan Sosial  dalam bentuk uvang yang dapat
direncanakan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
kepada penerima bantuan sosial yang penggunaannya sesuai dengan
proposal yang telah diverifikasi SKPD terkait.

Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan

melalui transfer darg Rekening Kas Umum Daerah ke rekening
penerima bantuan sosial,

Pasal 23

Pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang tidak

dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan

mengajukan surat permohonan pencairan oleh calon

pPenerima bantuan social kepada Gubernur melalui SKPD

terkait,

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

untuk individu, keluarga dan masyarakat dilampiri dengan :

a. Proposal yang telah diverifikasi SKPD terkait

surat keterangan tidak mampu dari Lurah dan/atau

Kepala Desa dan/atau wWali Nagari;

c fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

d. fotocopy nomor rekening Bank atas nama calan penerima;

€. pakta integritas dari penerima bantuan;

f.  surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada
tahun sebelumnya;

8. Surat pernyataan tanggungjawab; dan

h. kwitansi bermaterai cukup.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

untuk lembaga non pemerintah dilampiri dengan :

a. Rencana Anggaran Belanja hasil verifikasi SKPD terkait;

b. surat keterangan struktur kepengurusan lembaga;

¢. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua lembaga non pemerintahan

yang masih berlaku;

fotocopy nomor rekening Bank atas nama lembaga, bukan atas

nama pribadi;

€. pakta integritas dari penerima bantuan;

f. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada

tahun sebelumnya;

surat pernyataan tanggungjawab; dan

kwitansi bermaterai cukup.

d.

= R
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(4

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

Surse . 1
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

1 , i
intuk kelompok masyarakat dilampiri dengan

g- pProposal yang telah diverifikasi SKPD terkait;
. N i:siurnt keterangan kepengurusan kelompol;
: otoc?opy Kartu Tanda Penduduk ketua kelompole yang

masih berlaku;

d. i

. fotocol?y nomor rekening Bank atas nama kelompok;

. - pakta integritas dari penerima bantuan;

. 8 i
urat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada
tahun sebelumnya;

ﬁ. surat pernyataan tanggungjawab; dan

kwitansi bermaterai cukup

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 24

S . .

KPD‘ terkait melakukan verifikasi terhadap permohonan
S?ncalran bantuan  sosial berupa wuang yang dapat
Irencanakan  berserta kelengkapan administrasinya

sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 t
ayat (4). as ayat (2), ayat (3) dan

D'alf:: hal permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar,
bendahara pengeluaran SPKD menerbitkan SPP-LS.

Berdasarkan.SPP—LS sebagaimana dimaksud poda ayat (2), PPK-
SKPD terkait menerbitkan SPM-LS dan diteruskan kepada
BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.

Bcrdasefrkan SPP-LS, SPM-LS dan kelengkapannya, Kuasa BUD
menerbitkan SP2D-LS dan setelah diotorisasi diteruskan ke Bank
Nagari.
Bank Nagari melakukan transfer dana kepada rekening penerima
bantuan sosial sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam
SP2D-LS.

Pasal 25

SKPD terkait melakukan verifikasi surat permohonan
pencairan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya beserta kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4).

Dalam hal pemohonan dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan lengkap,

SKPD terkait meneruskan permohonan pencaiaran
tersebut kepada Gubernur untuk mendapatkan
persetujuan.

Permohonan dan Persetujuan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Kepala SKPD terkait
menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

Dipindai dengan CamScanner
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 26

Kepala  SKPD terkait mengajukan Rencana Kebutuhan
gﬁlanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku
D

Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilampiri paling sedikit dengan : .

9. Persetujuan Gubernur atas usulan Bantuan Sosial yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya;

b. surat pPernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala
SKPD  terkait yang menyatakan telah melakukan

verifikasi terhadap usulan Bantuan Sosial yang tidak

da}?at direncanakan sebelumnya; dan

. kwitasi bermaitrai cukup.

PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tak Terduga

(BTT) kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari

C

:;‘I‘?égung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja
Mekanisme pPencairan Belanja Tidak Terduga (BTT)
sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. bendahara pengeluaran SKPKD menyiapkan SPP-TU
untuk pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat
dicarikan sebelumnya;

b. berdasarkan SPP-TU, PPK-SKPD menerbitkan SPM-TU
dan diteruskan kepada BUD/Kuasa BUD;

€. berdasarkan SPM-TU beserta kelengkapannya, BUD /
Kuasa BUD menerbitkan SP2D-TU dan setelah diotorisasi
diteruskan ke Bank Nagari; dan :

d. bank Nagari melakukan transfer dana bantuan sosial
dalam bentuk uang yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya kepada Bendahara pengeluaran SKPD.

Pasal 27

Mekanisme pPeéncairan bantuan sosial dalam bentuk barang
oleh SKPD  terkait berpedoman  kepada  ketentuan

peraturan pPerundang-undangan mengenai pengelolaan
keuangan daerah.

Mekanisme pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial
dalam  bentuk barang berpedoman kepada ketentuan

peraturan perundang - wundangan mengenai pengadaan
barang dan jasa.

Dipindai dengan CamScanner
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

BAB 1V
PELAPORAN, SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Sanksi

Pasal 28

Penerima Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang
menyampaikan

laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada
Gubernur melaly;j SKPD terkait. i
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bantuan -Somal
berupa vang dilakukan sesuaj tahapan pencairan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa) 22 ayat (1). :
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bantuan Sosial
berupa barang

dilakukan setelah penandatanganan berita acara
serah terima barang.
Laporan akhir disam

paikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah pekerjaan sel

esai dilaksanakan.

Pasal 29
Penerima Bantuan Sosial
dimaksud dalam Pasal
administratif berupa tegur
Teguran tertulis pertama

tidak menyampaikan la
ayat (1).

tidak menyampaikan laporan scbagalmanaf
28 ayat (1), wajib diberikan ' sanksi
an tertulis paling banyak 3 (tiga) kali. .
diberikan apabila penerima Bantuan Sosial
poran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

Dalam hal penerima Bant
tertulis

disampai

uan Sosial tidak menindaklanjuti teguran
pertama  sebagaimana dimaksud pada ayat (_2), maka
kan teguran tertulis kedua 7 (tujuh) hari kerja setelah
teguran tertulis pertama. o

Dalam hal penerima Bantuan Sosial tidak menindaklanjuti teguran
tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada a)(at (F’:). maka
disampaikan teguran tertulis ketiga 7 (tujuh) hari kerja setelah
teguran tertulis kedua.

Af:bila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2!, ayg;;i)
dan ayat (4) tidak ditindaklanjuti, penerima Bantuan Sosial ti
dapat menerima Bantuan Sosial periode berikutnya.

Pasal 30

Realisasi Bantuan Sosial berupa uang d.an./at'au bargngbdliiﬁ
sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis belan.Ja an] ‘
sosial, objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja
Bantuan Sosial berkenaan pada SKPD terkait.

Dipindai dengan CamScanner
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(2)

(3)

(4)

SKPD terkait
kelengkapan pe

Lo oR

(1)

(2)

(3)

Realisasi Bantuan Honinl
dicantumleag, padn

tanhuan ANgEaran berlk
Bant
nll{ﬂn Honial berupa barang yang belum dipernhilean
:)cnlc:runﬂ Bantuan Soninl snanpnl dengnn alchlir tahun anggarnn
berkenn, '
aan dilaporlean sebagai persediann pada nernci,

hcallsasi Bantuan Sosial webagaimana dimaksud pada ayal (1)

d:cunl:umkun sebosar SP2D-LS yang telah ditrannfer ke releening
penerima Bantyugp Sonial

dimalenud - pada nyat (1)

nebapanlmann
- daernh  dalam

laporan letinngnn pemerintah

ennnn,
leepindn

Baginn Kedun

Pertangpunpinwnbnn

Pasal 31

bertanggungjuwub dalam menyimpan  berkas
mberian bantuan sosial yang terdiri dari :
surat permohonan pencairan bantuan sosial;
proposal darj calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD;
pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi SKPD terkait;
bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa
uang atau berita acara serah terima barang atas pemberian
bantuan sosial berupa barang; dan
surat pernyataan tanggungjawab penerima bantuan sosial

Pasal 32

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan

material atas penggunaan bantuan sosial yang  diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima bantuan soisial scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial;

b. pakta integritas;

€. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai
proposal yang telah diverifikasi SKPD terkait; dan _

d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesual
peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan
sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang
bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur

melalui SKPD terkait paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana

bantuan sosial dicairkan.

Dipindai dengan CamScanner
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(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

(3)

(2)

L
bagaimana dimaksud pada @aya
;:;::ima E dan huruf dgdiaj?nplan dan dipcrgunakan oleh
ant :
s lm“mawall::nn sosial sebagai objek perneriksaan B

penerima banty

barang, penggy “osial berdasarkan berita acara

Naan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan
proposal bantuan gogjg) ataul:lokumfrln lm'n);ang dipersamakan.
Fogmat. laporan Penggunaan bantuan sosial berupa uang
dalas, 0@  dimakeud pada ayat (2) huruf a tercantum
terpisah Laml?u-an VIII  yang merupakan bagian H

pleahkan dari Peraturan Qubernuy ini.

apat direncanakan o

berwenang;

P- tanda terimq uang  beserta perincian peruntukan
Penggunaannya; dan
¢ daftar rekapitulasi penerima Bantuan Sosial berupa uang
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
A rekapitulasi Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang
yang tidek dapat direncanakan sebelumnya scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dibuat oleh SKPD terkait
paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf. c
memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diterima oleh
masing-masing penerima Bantuan Sosial.

. ebelumnya meliputi: '
tWjuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang

BAB Vv
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34
SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pemberian Bantuan Sosial.
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1!
dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesual
kebutuhan.
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan
kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
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tila hastl Pasal 35

a si e

A;)lam Pasal momtonng dan eval i bagaimana
d 34 ayat uasi sebag

yang t-ldak Sesuai d (2) tel‘dapat penggunaan Bantuan SOS‘“I
“fBan usulan yang telah disetujui, penerima
angkutan dikenakan sanksi sesuai dengan

! Perundang-undangan.

dimalsud

BAB vI

KETENTUAN PENUTUP

pada saat Peraturan

a. Peraturan Gup Gubernur ini mulai berlaku :

érnur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata
Car . }
b. Per:tll::ar?abegasn Hibah dan bantuan Sosial;
Perubahan Atubemur Nomor 18 Tahun 2015 tentang
tentang T as Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014
& "ata Cara Pemberiasn Hibah dan bantuan Sosial

Berit )
(12)'ld&a:nDaer&h Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor

o Peraturan Gubernur
Perubahan Kedua Ata
Tahun 2014 (Berita Da
2016 Nomor 45) dicabu

Nomor 45 Tahun 2016 tentang
s Peraturan Gubernur Nomor 12
erah Provinsi Sumatera Barat Tahun
t dan dinyatakan tidak berlaku.
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: ~
Pj. SEKRETAR]

BERITA DAERAH PROVINS] SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 23
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LAMPIRAN |
II\DIEC:)}:;\TURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TENT(;I; 23 TAHUN 2021 By
DA G TATA CARA PENGANGGARAN, PELA AAN
PE PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
RTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

EVALUAS] BANTUAN SOSIAL

Contoh surat,
pelaporan dan gem°h°“@ Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
sosial BBUngjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan

s KOP SURAT

Nomor : Padang, sciisrertotesaubee ST oue
Lampiran: l{satu) berkas Kepada Yth,
Perihal : Permohonan Bpk. Gubernur Sumatera
Bantuan Sosial Barat
Cq. Kepala Dinas........ccceee
di
Tempat.

..............................................................................
..........................................................................
.......................................................................
....................................................................
....................................................................
----------------------------------------------------------------------------
..............................................................................

.......
-----
..................................................................

--------
------
................................................................
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LAMPIRAN I1

3 TAHUN 2021
ESEXQ TATA CARA PB:NOAN(JO:\RR!;\NP}
% SANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPO

Dﬁﬁ PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
EVALUASI BANTUAN SOSIAL

(Contoh Format R
itori lejgfalﬁndam Penganggaran, pelaksanaan dan
monitoring dan eva]y, dan Pertanggungjawaban serta

kepada TAPD) asi bantuan sosial oleh SKPD terkait

Nomor .
Lampiran Kepada Yth,
Perihal 1 Bpk. Sekretaris Daerah
Rekomendac: Provinsi Sumatera
B ndasi Barat selaku Ketua
antuan Sosial TAPD
Cq. Kepala Bappeda
di
Padang

Berdasarkan hasil verifikasi yang sudah

$1_ it terhadap usulan bantuan sosial yang
: ajukan oleh......... .. ... ... , melalii surat Nomor.....
anggal....., maka bersama ini disampaikan kepada

Bapak, rekomendasi atas usulan bantuan sosial
ters?bUt sebagaimana terlampir untuk mendapat
Pertimbangan dari TAPD.

_ Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak
diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Ttd

LDI
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LAMPIRAN 1V ! PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGOARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL

Besaran pPenganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan

::;:i‘" tanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan

No Kategori Besaran
I. | Bidang Sosial
1| Modal Usaha 1) Rp 5.000.000,-
F_:g Kelompok Usaha Bersama (KUBE)2) Rp 20.000.000,-
3 Yayasan Sosial ﬁ-m
4| Kongsi Kematian Rp 10.000.000,-
S| Panti Asuhan 3) Rp 50.000.000,-
6 Rumah Tidak Layak Huni Rp 15.000.000,-
7| Rumah Tangga Miskin Rp 5.000.000,-
|8 Kelompok Lanjut Usia 2) Rp 15.000.000,-
II. | Bidang pendidikan
1| Mahasiswa Strata 1 (S1)/Diploma Rp 5.000.000,-
| Pelajar tingkat SLTA Rp 4.000.000,-
3| Pelajar tingkat SLTP Rp 3.000.000,-
4] Pelajar tingkat SD Rp 2.000.000,-
Catatan :

- 1) Individu karena Resiko Sosial
- 2) Beranggotakan minimal 10 orang
- 3) Memiliki anak asuh minimal 20 orang

SUMATERA BARAT,
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LAMPIRAN v - PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING

DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL

Format : Pakta Integritas Pemberian Bantuan Sosial.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Dajaﬂ? rangka menggunakan dan mempertanggungjawabkan
penenmaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Sumatera

Nama

Umur :
Jabatan dalam Organisasi :
No. KTP/SIM :
Alamat

Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1
2

. Tidak alkan melakulkan prakielk KKN;
. Akan melaporkan kepada pihalk yang

berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi
KKN didalam proses penggunaan dana Bantuan Sosial
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

. Dalam mempergunakan dana Bantuan Sosial ini, saya

berjanji akan melaksanakannya secara bersih, secara
optimal untuk memberilkan hasil kerja terbaik dari
penggunaan dana Bantuan Sosial ini sesuai dengan
yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

. Apabila saya melanggar hal hal yang telah saya

nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia
dikenakan sangsi moral, administrasi serta dituntut
ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang,; - c-sccrassacasmoanineaass e

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Meterai Rp.6000,-
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LAMPIRAN vI . PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
FELAKBANAAN DAN PENATAUBAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGOGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL

Format : Surat Pernyataan Tanggung Jawab
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR

3‘0’; yang bertanda tangan dibawah ini -
ama "
Umur
Jabatan dalam Organisasi:
No. KTP/SIM s
Alamat

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawablan
penerimaan bantuan sosial dari Gubernur Sumatera Barat,
‘:’“3‘“‘ ini menyatakan bahwa saya
. Saya  akan bertanggungjawab  sepenuhn terhadap
penggunaan dana Bantuan Sosial darf Ouber{:ur Sumarera
Barat sesuai ketentuan berlaku.

2. Isi dan penjelasan didalam usulan/ proposal dan dokumen
lainnya termasuk nomor rekening Bank sepenubnys merjadi
tanggungjawab penerima bantuan,

3. Saya bersedia memenuhi kewajiban untuk menylapkan Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta kelenghapannys dan
memberikan laporan penggunann dana Bantuan Sosial
kepada Gubernur melalui SKPD terkait, paling lambat 1 (satu)
bulan setelah bantuan ini diterima,. Bila says tidak dapat
memenuhi, saya bersedia dituntut sesual peraturan
perundang- undangan oleh pejabat yang berwenang.

4. Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan perincian
sebagal berikut:

a. Lembaran pertama bermeteral Rp 6000, untuk Gubernur
cqq. Bendahara Pengelunran SKPD terkait;

b. Lembaran kedua untuk yang membuat permyataan
bertanggunjawab,; dan

c. Arsip
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LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL

Format : Surat pernyataan belum pernah menerima Bantuan
Sosial

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENERIMA
BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tanggan di bawan ini :
Nama

Alamat
Jabatan

Dengan ini menyatakan bahwa :
Nama -
Alamat :

Belum pernah menerima Bantuan Sosial dan sejenisnya,
untuk kegiatan atau sarana yang sama pada tahun
sebelumnya, baik berupa uang maupun barang dari
pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian pernyataan ini dibuat guna keperluan pencairan dana
Bantuan Sosial dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran  ...... dan apabila di kemudian hari terbukt
pernyataan kami ini ternyata tidak benar, maka kami sanggup
mengembalikan bantuan yang kami terima ke Rekening Kas
Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bersedia menerima
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui: Padang, ccaessssassnassaaces
Kepala SKPD Terkait, Yang membuat pernyataan,
D e e s s vakine S svsia s vg e
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LAMPIRAN VIII

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSA!
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PE.:’Z.&. C.,")u-,—h ABAN
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

tSYANE
LIt

SZETA
Format : Laporan Penggunaan Dana Bantuan
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL .......................................
PAGU ANGGARAN R S e L S e
TAHUN ANGGARAN £ saibsvasansesunssenssmesnntespsranprins

SISA PENERIMAAN

TGL | TRW TRIWULAN DANA TQTAL REALISASI SISA DANA
SEBELUMNYA TRANSFER PENGGUNAAN
DANA
Rp. Rp. Rp. Rp Rp. %
i 2 3 4 5=2+4 6 7=3-6 8={6/5x100%
keros, = SExRETARS,
O U (ST s e L8 )
TEMBUSAN :
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